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2 CAKUPAN  KERJA ANALIS KEBIJAKAN

(1) Analisis proses kebijakan, yakni bagaimana cara

mendefinisikan masalah, menetapkan agenda, 

merumuskan kebijakan, mengambil keputusan, serta

mengimplementasikan dan mengevaluasi kebijakan;

(2) Analisis dalam dan untuk proses kebijakan, yang 

mencakup kajian penggunaaan teknis analisis, riset, dan 

advokasi dalam pendefinisian masalah, pengambilan

keputusan, implementasi dan evaluasinya.



INFORMASI YANG DIBUTUHKAN DALAM 

PERUMUSAN KEBIJAKAN

(i) apa masalah kebijakan; 

(ii) apa hasil-hasil yang diharapkan dari suatu kebijakan

di masa depan;

(iii)pa pilihan kebijakan yang paling ideal untuk

menghasilkan hasil kebijakan yang diharapkan

tersebut; 

(iv) apa hasil kebijakan yang didapat setelah

diimplementasikan; 

(v) bagaimana kinerja suatu kebijakan, apakah kebijakan

tersebut mampu memecahkan masalah yang 



TUGAS ANALIS DALAM MENGHASILKAN 

INFORMASI KEBIJAKAN

(i) merumuskan masalah; 

(ii) membuat forecasting; 

(iii)memberikan rekomendasi; 

(iv)melakukan monitoring, dan

(v) melakukan evaluasi



HUBUNGAN 

Peran Pembuat Kebijakan dengan Analis Kebijakan dalam Menghasilkan

INFORMASI KEBIJAKAN



Hubungan antara Peran Pembuat Kebijakan dengan Analis

Kebijakan dalam Menghasilkan Informasi Kebijakan
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5. Evaluasi 2. Peramalan

4. Monitoring 3. Rekomendasi
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SUMBER KEBUTUHAN KEBIJAKAN


